
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR :: TAHUN2O11

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2O1O

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITORAJA UTARA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah
Nomor - Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2010 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentrang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belania daerah tahun anggaran 2010.

Mengingat: 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Nqara Republik lndonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Nagara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2@4 tentang Pembentukan

Peratuen Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20M Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 1M, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4421):

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4M8);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 4874);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4972);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20o1 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090);
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16. Perafuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubtik

lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20M tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republiklndonesia Nomor4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4570);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4575);

20. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4576);

21. Perafiiran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4577);

22. Pe':aluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinefia lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintiahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara / Daereh (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4738);
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2T.Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O1A;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun

2O1O Nomor 1);

3O. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010
Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2010
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010 Nomor 6);

32. Peraturan Daemh Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah
Kabupaten Tonja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara tahun 2010 Nomor 8);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11);

34. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 48 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 48);

35. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2844A/lll/Tahun
2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH I(ABUPATEN TORA"'A
UTARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adahh Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
dasar Negara Republik lndonesia tahun '1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya

disebut Setdakab.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang benrrrenang mangatur dan mengurus
urusan pernerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republk
lndonesia.

9. Dinas adalah Dinas Pendapatian, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabup aten T or aja Ub r a.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 Terdiri dari

(1) Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Oaerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain - lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan Rp 399.386.09+.837,07

(2) Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belania Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasit
7. Belanja Bantuan Keuangan ke Desa
8. Belanja Tidak Terduga

8.282.309.919,69
s16.125.386.161,63

13. .il4.160.00

Rp 172.85a.354.718,00
0,00
0,00

10.340.789.000,00
4.202.573.780,00
1.058.932.250,00
7.698.878.748,00

Rp 11.140.469.934,00
Rp 65.238.365.084,00
Ro 97.897.722.635,80

Rp 174.276-557.6s3,80
Rp 70.459.086.149,80

RD 28.927 .008.687.27

Rp 12.894.737.914,80
Rp 1.000.000.000,00

Rp
Rp
Ro

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp 0.00

Rp 196.182.528.496,00
b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah belanja

Surplus/(Defisit)

(3) Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto Ro 11.894.737.9 14,80

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 40.g21.746 .gO2,O7
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Pasal 3

Rirpkasan lapoen realisasi anggarErn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Peniabaran lapran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal4
tercanfum dalam Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Larnpiran sebagaimana dimaksrd dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian

lang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja utara.

di Rantepao
I

FR ISORRING

di Rantepao

LA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA^'A UTARA TAHUN 2011 NOMOR "

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pda tanggal diundangkan.
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